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Abstrak
Pada dasarnt a p€rusahaan dapal dinr"atakan pailit oleh PcnSadilan yang bcr$ cnang alas
pcrminman dari dcbilur perusaluan F g bcrsangkulan berdasarl.,an lndang-undang
kcpailiran. Pcrmasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kibal hukum dari
pernrauafl pailil terlMdap perseroan lcrbalas menurul undaflg-undang kcpaililan?
Pendckak n nasalah l ang digunakan adalah pendekalan omratif-r_ang dilakukan dergan
cara DcnSkaji pcmlumn-pcmluran pcrundang-un&lngan yang berkarlan dengar nu.salalr.
bulu-bukr/lilcmlur dan kal]a ilmiah lainqa. Pendekalan cmpiris dilaku.kan scbagai
penunjang utrnrk kelengkapan data normatil Aralisis data dilakikai secara kualitalif.
Hasil penelirian dipcrolch balN\a. akibal hukum dan pem! alaan pailit yang dilal-ukan
pengadilan dengan men$tcapkan putusan kepailitan dala l sidang l'ang terbuka untuk
unuln lcrhadrp debit r maka hak dan ke$aiiban si pailil b€nlihkepada hrralor$n Nrnrk
ncnliurus dar menguasai boedelnla. Akartelapi si pailil masih bcrhak melakukan
tindaLan-tindakan atas harla kekavaannta. sepa jang tindakan ilu memba$a nrarfaal
bagi bocdeln\". Sedangkan bagi para kredilur hanla dapal melaksanatan hak nrcreka
selaku kreditur s€paral is den€Fn persenjurn kuntor alau l|alim peryaNas.
Kata Kunci: kelailitdn. pcrserodn tarhata\
I. PENDAHTILUAN
Dalam menjalankan usahanya. perusahaan tidak selamanyaakan membawa
keberuntungan. adakemungkinal keiangsungan usaha yang terancam yaitu dengan
adanya pinjaman Pinjaman pada dasarnya adalah suatu hal yang r!ajar bagi setiap
perusahaan dalam mengembangkan usahanva. salkan dapat dibayar kembd
{.sr.r/r n4r,/) namun apabila tidal dapat membayar kembali pinj amanny a( i$or.d he l)
pada dasarnya perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit olehPengadilan yang
berwenang alaspermintaan dari debitur perusahaan yang bersangkutan berdasarkan
Undang-undang Kepailitan
Keberadaan Undang-undans Kepailitan selain untuk memenuhi kebutuhan
dalam rangka menyelesaikan hutarg-piutang peru sahaan. juga dapat mewujudkan
mekanisme penyelesaian sengketa secara cepa1. adil. terbuka. dan efektif Melalui
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suatu pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum yang dibentuk dan diberi
tugas menangani dan memeriksa serta memutuskan berbagai sengketa tenentu di
bidang pemiagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayararljuga
sargd dip€rlukan dalarn paryelengganan k€iatan usaha dan kehidtpan perekonomiar
masyarakat.
Tsttang pengaturan kepailitan dan perundaan kewajiban pembayaran utang
dalam Faillissementverordenbry ang diterjemahkan menjadi Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitao (s€lanjutnya disingkat UUK), namun
tampakiya tidak s€p€nulnya se$ai deryan kdutuhan poryelcaian mavlah-rnasalah
kepailitan masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara dil, c€par, terbuka
dar efektif. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi
p€nyelesaian masalah utang-piutang bagi dunia usah4 sec€patnya p€rlu dilakukan
revisi yang rDendasar terhadap b$€rapa keteiluan dalam Undang-mdang Kepailitan-
Langkah revisi dan penyempumaan undang-undang kepailitan dilakukan untuli
memenuhi kebutuhan yang dirasa mendesa.l! ditengah perkembangan k€iatan usalB
]€ng hlang$ng cepat dan luas tadi. Kondisi seperti itu pulalrng melandasi p€mikirdn
mengenai pengBmaan peraturan perrcrintah pengganti undang-undang (Perpu) guna
mewujudkan penyempurnaanUndang-undangK€pailitan. BerdasarkanPasal 22
ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemaintah Pengganti Undang-undangNomor I Tahun 1998 tentang perubahafl alas
Undang-undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun I 998 Nomor 87,
Tambahan Berita Negan Nomor 3 761). Kemudian sambil menunggu dibentuknya
hukum kepailitan yang baru dan komprehensil dan searai dengan ketentuan Pasal 22
ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
P€rtana kali pemyalaan pailit Cfuntmt dalan Fai I lissenen+,eruderbg (F\)
yaDg kemudian direvisi ke dalam Undangrrndang Kepailitan. Pasal I FV menyatakan
bahwa "setiap berutang yang berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-
hutaogny4 dengan putusan hakim baik atas permohonan sendid maupun atas
pgmintasn seseorar8 atau l$ih pala berpiutar$ya dinlalalGn dalam ker.l,,q pailit"
(Ada Suyudi, tlkk. 200a:l l9). Dai rurmsan di atas, Faillissenenfi'elonienng twrya
mencantutr*an suatu syarat bagi dikabulkannla permohonan pern)"taan pailit, yaitu
debitur yang b€rada dalam keadaan be*rcnti monbayar hutang-hutangnya" Perumusan
pe'syaralan i i m€rimbulkan ke$lita4 t€rutama dari segi pernbukian kondisi "d€bitur
berl€nti m€rnbayai'.
Pembubaran karena penetapan pengadilan dapat didasarkan atas
pemohonan kej aksaan yang mewakili kepentingan umum, pemegang saham yang
mewakili minimal l/10 (satu persepuluh) bagian darijunrlah seluruh saham dengan
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hak suam yang sa\ kreditur dalam hal yang berkaitan dengan kepailitan, atau pihak
yang berkepentingan karena adanya cacat dalam a|la pendiiar (Pasal 1 I 7 truPT ).
Dalam Pasal 79 Undang-rmdang nomor 1 tahun 1 995 tentang Perseroan
Terbatas, Tanggungjawab penguus perseroan dalan hal kepailitan adalah:
(a) Kepengurusan peneroan dilakukan oleh Direki
(b) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,
perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan
Terbuka waj ib memiliki paling sedikit 2 (dua) oraig Direksi.
(c) Yang dapat diangkat menjadi direksi adalah orang perorangan yang
mampu melaksanakan perbuatan huLm dan tidak pemah dinyatakan
pailit atau orang yang pemah dihukLun karena melahkan tinda-k pidana
yang merugikan keuangan egam da.lam waktu 5 (lima) tahrm sebelum
pengangkatan.
Berdasarkan umial di atas, yang menj adi permasalahan dalam penelitian ini
adalah Bagaimanakah atibat huhnn dari pemyataan pailit terhadap Perseroan Terbatas
menurut undang-undang kepailitan?
II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan nomatil Pendekatan
normatifadalah pendekatan yang dilalqtkan dengan cara mempelajari data selnnder
berupa kaidah-kaidah- Dalam penelitian ini, pendekatan onnatifdilakukan dengan
cara mengkaji peratulan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
kepailitan, buku-bukuniteraturdan karya ilmiah lairmya-
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
l. Pengertian Kepailitan
Kepailitan dilihat dari segi tata bahasa mempunyai arti segala hal yang
berhubungan denganpailit (AlrmadYani dan Gunawan Mjaya, 1999:l l). Jikakita
baca secam keseluruhan ketentuan yang ada dalam Undang-unda[g Kepailitan, kita
tidak akan menernukan safu rurnusan alau ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan
yang menjelaskan pengertian mar-pun difinisi dari kepailitan atau pailit Menmrt Pasal
I Ayat ( I ) Undang-undang Kepailitai, debitur yang mempmlai dua atau lebih tftditur
dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telahjatuh \4*tu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang. Selanjutnya di dalam
Pasal I Ayat (2) Undang-undang Kepailitan menyebutkan, pemyataan pailit dapat
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dilakukan baik atas permohonannya sendiri maupun atas pemintaan seomng atau
lebih heditumla
Dalam Blac k " s Ltrw Dictiohary, per,gertiut pdlir dihubungkan dengan
ketidakmampuan untr* membayar dari seorang debitur atas hutang-hutangnya ng
telahjatuh tempo (Ahmad Yani dan Gunawan Mjaya 1999:l l). Ketidalcnampuan
ters€but harus disertai dengan suatu tindEkan yata untuk mengajukarmy4 baik yang
dilakukan secara suka rela oleh debitur sendiii, maupm alas pennintaan pihak ketiga(di luar debitur).
Berdasarkan pengeltian di atas maka dapat dimengeni bahwa kepailitan
adalah suatu keadaat dimana debitur memiliki dua atau lebih keditur dan tidak
mampu membayar satu huUng yal)g telahjatuh tempo dan dapat ditagih, yang harus
disertai dengan tindakan yafa untuk mengajukar permohonan serta keadaan tersebut
harus diperkuat dengan purusan pengadilan yang Oleh karcna itu maka
yang menj adi unsur-u.nsuryang harus dipenuhi dalam ha.l kepailitan adalah:
a. Memiliki dua atau lebih keditur.
b. Kaidakmampuan untuk melakukan pembayaran (alasan ekonomis).
c. Adanyatindakannyatauntukmengajuk npermohonanp€myataanpailil
d. Adanya putusan pemyataan pailit dari pengadilan yang berwenang.
2. Syarat-syarat untuk Dinyatakan Pailit
Permohonan pailit sebagaimana y ng dimaksudkan dalam Undang-udang
Kepailitan diatur dalam Pasal I Ayat ( I ) yang dikaitkan dengan Pasal 6 Ayat (3)
berikut penj elasannya- Kedua pasal tersebut menyatakan:
Pasal I Ayat ( I ) Undang-urdang Kepailitan dirumuskan sebagai berikut:
"Debitu yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu hutang yang telahjatuh waktu dan telah dapat ditagib dinyatakan
pailit dengan pubsan pengadilan yang beruenang sebagaimanadimaksud dalarn Pasal
2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas p€rmintaan seorang atau lebih
krcditunya".
Penjelasan Pasal I Undang-undang Kepailitan didmuskan s€bagai b€rikut:
". . . . Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini, adalah hutrng pokok atau bungany4"
Pasal 6Ayat(3) Undang-undangKepailian merumuskan:
"Pelrnohonan pemyataan pailit harus dikabulkan apabila rerdapat fakta arau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa penyaratan untuk dinFtakan pailit
sebagainana dirnaksud alam Pasal I Ayal ( I ) telah terpenuhi.
Penjelasan Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Kepailitan selanjutnya
merumuskan:
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Yang dimaksud pembuktian secan sederhana, adalah yang lazim disebut
pembuktial secam sumir. Dalam hal ini permohonan p€myataan pailit diajukan oleh
keditur, pembuktian mengenai hak kreditur untuk menagihj uga dilakukan secara
sederhana.
Dari kedua pasal tersebut di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan
bahwa persyaratan dikabulkarmya suahr permohonan pailit adalah sebagai berik-ut:
a. DebiturteNebut mempunlai minimal dua atau lebih ordng laeditul.
b. Debiturte$€but tidak dapat membayar sedikitnyaminirnal satu hutang
yang sudahj aluh temf'o dan dapat ditagih kepada kreditumya.
3. Pihak-Pihakyang Dapat Dinyatakan Pailit
Dalam ketentuan Pasal 1 Butir ( I ) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1 998
tentang Kepailitan dapat disimpulkan bahwa setiap debitur (pengutang) yang berada
dalam keadaan berhenti membayar hutangnya dapat dijatuhi keputusan kepailitan.
Debitur di sini dapat terdiri dari orang (badan pribadi) maupun badan hukum.
Berdasarkan hal tersebut maka yang dapat dinyatakan pailit adalah:
a. Orang perorangan baik laki laki maupun perempuan, yang menikah
maupun behm menikah. Jika permohonan pemyataan pailit tersebut
diajukan oleh debitur perorangan ]"ng telah menikal\ naka permohonan
tersebut hanla dapat diajukan atas persetujuan suami afau isleriny4 kecuali
antara suami istri tersebut tidak ada percanpuran harta.
b. Perserikatan perse katal dan kumpulan-kumpulan tidak berbadan
hukum lainny4 permohonan pemyataaa pailit terhadap suatu firrna harus
memuat nana dan hmpat kediarnan masing rnasing persero yang <ecam
tanggung r€nteng terikat untt* seluruh hutang firma.
c. PerseroatFperseroan, perkumpulan perl-umpulan,koperasi, yayasan
yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai
kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam
anggaran dasar.
d. Harta \r"dsan dari seomng yang meninggal duni4 dapat dinyatalan pailit,
apabila orang yang meninggal dtmia itu semasa hidupnya bemda dalam
keadaan berhenti membayar hutangly4 atau pada saat meninggal harta
si pewaris tidak mencukupi unhrk membayar hutangnya-
Penulis berp€ndapat bahwa setiap debitur (omng yang berhutang) yang tidak
manpu membayar hutangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali
hutangnya tersebu! baik atas permintaannya sendid maupun alas permintaan s€orang
keditw (orang yang berpiutang) atau beberapa orang keditumy4 dapat diadakan
putusan hakim yang menyatakan debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.
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4. Akibat Hukum Pernyrtarn Kepailitan terhadap perseroatr Terbatas
a. Akbat Huhum teth^dap Debitur Pailit
Hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan
dengar kekayaann)" seb€lun p€myataan peilit harus diholrnati. Da.lam hal ini halus
memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan
perundag-undangan (Irnran Nating, 2002:39). Semeqiak pengadilan mengucapkan
putusan kepailitan dalarn sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur. maka
hak dan kewaj iban si pailit beral ih kepada hualomya unnrk mengurus dan menguasai
boedehya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas
harta kekayaannya, sepanjarg tindakan itu membawa atau mengrmtungkan alau
bermanfaat bagi boedelnya. Sebaliknyatindakan yang tidak memberikan manfaat
bagi boedel, tidak mempengaruhi keberadaan boedel tenebut. Bahkan sehubunean
dengan hubungan debinr dan lc€ditu dalan suatu perjanjian ada kemungkinan debihtr
melakukan tindakan-tindakan lang nerugikan seorang atau lebih keditumla s€perti
dalam hal melakukan pemalsuan surat-sumt yang berkenaan dengan kewajiban
hutangnya dan menggunakan su:ar yang isinya benar atau dipalsukan itu seolah-olah
benar dan tidak dipalsukan dalam pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum pidana(KUHP), mengancam sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana
penjara paling lama enam tahLur.
Secara umun akibat pemyataan pailit adalah s€bagai b€rikut:
Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum
atas hafa debitur yang dinyalakan pailit menunn pasal 19 Undang-udang Kepail ira4
harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur p6da \raltu putusan pailit diucapkan
serta s€gala keka)"an yary dipercleh debifin pailit selama kepailitan..
I . Kepailitan scmata-mata hanya mengenai harta kckayaan si pailit dan
tidakmengenai didpribadi debiturpailil Msalny4 s€seoEngdapattetap
melangsungkan pe*awinanamla meskipun ia telah dinyatakan pailit
2. Debitupsilitdemihukmkehilangantrakuntukmengunsdanmengusai
kekayaannya yang temasuk hata pailit, terhitung sejak tanggal kepailitan(Pasal 22 UUK).
3. Perikatan-perikatan yang telah dibuar debitur yang timbul seclah putusan
pailit diucapkan tidak dapat dibayar dali harta pailit kecual, jika
menguntungkan harta pailit (pasal 23 UUK ).
4. Harta pailit diurus dan dikuasai kuator untuk kepentingan semua pa.ra
keditur dan debitu! dan hakim pengawas memimpin dan mengawasii
pelaksanaan jalamyakepailitur
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5.
6.
7.
Trmtutan dan gugatan mengenai hak dan kewaj iban hafia pailit harus
diaj ukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 24 Ayat ( I ) WK).
Semua tunfutan alau yang bertujuan mendapatka.n pelunasan suatu
pelikatan dari harta pailit, dan dari hana debitur svrdiri selama kepailitan
harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan @asal 25
UUK).
Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56 A UUK krcditur yang dijanin
dengan hak gadai, jaminan fiduci4 hak tanggungan atau hipotik dapat
melaksanakan hak anggunarmya seolaholah tidak ada kepailitrn (Pasal
56 Ayat (l) UUK). Pihak keditur yang berhak menahan barang
kepunyaan debitur hingga dibayar tagihan krcditu tersebut (hak retensi),
tidak kehilangan hak unok menallan b@rang terE€but meskipun ada puhrsan
pailit (Pasal 59 WK).
8. Hak eksekutifkreditur yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal
56 Ayat ( I ) UUK, dan pihak ketiga untuk menennrkar hartanya yang
berada dalam penguasaan debihf pailit atau kumtor yang berada dalam
penguasaan debitur pailit atau kuator, ditanggulkan maksimurn untuk
90 had setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 5 6 AAyat ( I ) UUK ).
Apabila pada saat putusan pemyataan pailit diucapkan terdapat:
a. Perjanjian tinbal balik yang belun atau bam sebagian dilaksanakarl
maka pihak dengan siapa debitu tersebut membuat perjanjian dapat
meminta kepastian pada kuator tentang kelanjutan pelaksanaan
perjanjian tersebut dalam waktu yang disepakati oleh kurator dan
pihak tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenaijangka
waktu tersebut. Selanjutnya apabila kuratoridak memberikan
jawaban atau menyatakan tidak bersedia memenirhi, rnaka perjanjian
tenebut bemkhir dan pib.ak dengan siapa debitur menbuat perjanjian
dapat menuntut ganti rugi dan dipe akukansebagaikediturkonkuren.
Namun apabila kurator menyanggupi untuk memenuhi perjanjian
teNebut, pihak lawannyadapatmernintakuralormenyediakanjardnan
untuk itu. Hal ters€but di atas, tidak berlaku bagi pedanjian yang
mewajibkan debitur pailit melakukan sendiri perbuatan yang
diperj anj ikan @asal 36 UUK).
b. Pedanjian dekgan janji penyertaan barang di kemudian hari
(future trading), yemg waktu penyefiaamya kanjatuh pada wakhr
setelah pem)ataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, maka
perjanj ian tersebut menjadi hapus dan pihak ya4 merasa dirugikan
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dapat mengajukar diri sebagi debitur konkuren. Hal ini karenapasar
barang komoditas mensyaratlan suatu kepastian mengenai berlakunya
perjanj ial masa mendatang namun bilakarena hapusnya penetr-{uan
temebut hartapailit akan didgika4 maka pihak lawan wajib mengganti
kerugian teNebut (Inran Nating, 2002:41 ).
c. Peia4jian sewa menyewa dengan debinr sebagai penyewa, n\aka
pihak yang menyewakan maupun kumtor dapat menghentikan sewa
menyewa tersebul sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi
menghentikan3(tiga)bulansebelurrmlaselaludianggapcuktp. Unok
jangka waktu sewa yang telah dibayar tidak dapat dimintakan
penghentian kecuali menj elang berakhirj angka waktu yang telah
dibayar, sejak putusan pemyataan pailit diucapkan, hutang sewa
menjadi hutang harta pailit (Ahmad Yani dan Grmawan Wijaya,
1999:38).
d. Untuk peiahj ian perubahan, pihakbtxuh maupun kurator boleh
menghentikan dengan mengindahkan bunyi perj anjian perburuhan
tersebut atau undang undang '"ng berlala! tetapi 6 (enam) minggu
sebelumnya selalu dianggap cal@p. Sejak putusan p€myataan pailit
diucapkan, upah buruh med.jadi hutang harta pailit (lmran Nating,
2002:42).
Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai peromngan
debitur, debitur tetap dapat melalsanakan hukum kekayaan yang lain, sepeti hak
hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (o'l derlij le macht) pergtrusan benda
benda amknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan
perc€raian atau perpisahan ranj ang dan mej4 diwujudkan oleh dan padanla (RudyA
I-ontoh dan Deny KailimarL 2001 :125).
Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur.
Debitur tidaklah bemda di bawah pengampuan. Debitur tidaklah kehilangan
kemampuarmla untuk melakukan perbuatan hukam Grs€but menyanglart penguusan
dan pengalihaa harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda
yang akan diperolehnya iQ namrm yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian
dari harta pailit debitur pailit tetap berwena.ng bedindak sepenubnya, kan tetapi
tindakan-tindakamya tidak mempengaruhi arta keka]€an ]€ig telah disita Dengan
pemyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan
mengurus kekayaarmya yang dimasukkan dalam kepailitaq terhitung sej ak tanggal
kepailitan ihr" temasukjuga unnrk kepentingan perhinmgan hai pemyataannya itu
sendiri (Sutan Remy Sjahdeini, 2000:56).
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Selanjutnya Pasal 67 Ayat ( I ) Undang-undang Kepailitan menerangkan
bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta
pailit. Dengan demikian, debitur kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam
kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas hana kekayaan yang berada di luar
kepailitan
Tentang hafia paili! lebih lanjut dalam Pasal I9 UUK menemngkan bahwa
hana pailit m€liputi semua harta kekayaan debitur, yang ada pada saat pemyataan
pailit diucapkan s€rta semua kekayaan lang diperolehnya selama kepailitan. Kendati
telah ditegaskan bahwa dengan dijahrhkannnya putusan kepailitan harta kekayaan
debitur pailit akan diurus dan dikuasai oleh kurator, namun tidak semua kekayaan
debitur pailit deserahkan kepada kumtor (Rachmadi Usman, 2004:5 I ).
Ada beberapa hafia yang dengan tegas dikecualikan dari kepailitan yaitu:
Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehad-hari
Alat perlengkapan dinas
Alat pedengkapan kerja
Persediaan makanan untuk kira kira satu bulan
Gaj i. upah. pensiun uargjasa. dan honorarium
Hak cipta
Sej umlah uang yang ditenhrk n oleh hakimpengawas untuk nafkah
(debitu )
h Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan aiak--anaknya.
Untuk kepentingan harta pailit, semua pelbuatan hukum debitur yang
dilakukan sebelum pemyaataan pailit ditetapka4 yang merugikan dapat dimintakan
pembatalannya- Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan
bahwa debitur dan dengan siapa perbuaan hukum inr dilakukan mengerahui bahwa
perbuatan lers€but merugikan k€ditur. Dikecualikan, menurut lmranNating adalah
perbuatan debitur yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian dan/atau karena
undang-undang 0rnran Nating, 2002:46).
b. Akibat Hukum Bagi Kreditw Pailit
Kedudukan para keditur pailit pada dasamya adalah sarna (paritas
creditorum). Olehkarcna itq mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi
boedel pailit sesuai dengan besamya tagihan mercka masing-masing (pa passu
proratep@'re). Namun demikiarL asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan
keditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan keditur yang
haknya didahulukan berdasarkan pemturan perundang-undangan kepailitan dan
peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikiar, Rachmadi Usman
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e.
t
menyatakan bahwa asas paritas ueditorumbetlaku bagi para kreditur konkuren
saja Eacbmadi Usman, 2004:47).
Berkenaandenganhakkrcditnlang memegang hak jaminans€h€aimala
dalam pasal 59 Undang - undang Kepailitan, PERPU mengintroduksi adanya
suatu lembaga baru )"itu penangguhanpelal$anaan hak eksekusi kr€diturlersebu!
untukjangka\a"ktu paling lama 90 (sernbilan puluh) hari teftitung mulai tanggal putusan
pemyataan pailit ditetapkan, para keditur t€rsebut dalam Pasal 56 AAyat ( I ) hanya
dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditur separatis deryan pe$€tuj uan dad
kuator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan
pelaksanaan hak keditur s€paratis adalah ulttuk memungki-r*an kurator mengurus
boedel pailit s€cara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam
kepailita4 temasuk kemungkinan tercapainf perdamaiarL atau untuk memperbesar
kemungkinan mengoptimalkan hadapailit
Pada saat berlangsungnyajangka waktu penangguharq segala tuntutan
hukum rmtuk memperoleh pelunasan atas suatu hutang tidak dapat diaj ukan dalam
si<tang pengadila& Baikls€ditumaryunpihakketigdimaksuddilarangmengeksekusi
atau mernohonkatr sitaatas barangyang nrenjadi agunan, hal ini sesuai dengan kaentuan
Pasal 56 AAyat (2) Undang-wdang Kepailitan.
Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaL:u teftadap tagihan k€dituryang
dijamin dengan uang tunai dan hak keditur untuk menj umpakan hutang (Elijan4
2000:9).
Dari penjelasan singkat di alas, maka keditul dapat di kelompok*an sebagai
berikrl:
a. Kreditu Separatis, adalah kreditur pem€gang hEkjamiiun kebendaan,
)ang dapat bertindak s€ndiri. Golongan kredinfini tidak tqkenaakibat
putusan pemyataan pailit debitq adinya hak-hak eksekusi mereka
tetap dapat dijalankan sepedi tidak ada kepailitan debitur. Kreditur
golongan i i dapat merdual serdni banng-baang yang nenjadijamina4
seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tenebut, mereka
mengambil sebesarpiutangny4 sedargkan kalau ada sisanya disetor*an
ke kas kuator sebagai boedel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan
teNebut temj"ra tidak meDcukupi. keditur tersebut untuk tagihan yang
belum terbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditur
be$aing.
b. Krcdirurgeferenfsimewaadalahlcedituryargmernilikihakisimew
yang dibedkan oleh undang--undang semat&{rata berdasarkan sifar
dari piutary tersebuL Ada kreditur preferen terhadap barang-barang
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tedentu, artinlajikabarar8 tertentuters€butdijual le ang atau di ba\ €h
tangan maka hasil penjualan tersebut p€rtama-tarna untuk keditur
preferen, s€bagaimana yang diatur dalam Pasal I I 3 9 KuHPerdata.
Terhadap semua barang yang merupakan harta pailit yang tingkatnya
di bawah yang tersebut di atas diahn dalam Pasal I149 KUHPedata.
c. Kreditur konkuen, adalah konkuren yang tidak termasuk golongan
preferenmaupun separaris. K€ditu konkuenmendapatbalamn setelah
lq€ditr|r pleferen mendapat bayaran (Ahmad Yani dan Gunawan wijay4
1999:51).
IV. PENUTUP
Bedasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarjk kesimpulan sebagai berilut,
akibat dari adanya pemyataan pailit antara lain adalah debitur kehilangan
kewenanggannya dalam mengurus dan menguasai kekayaannya sena debitur tidak
lagi mempunyai kewenangan atau tidak lagi bebas atas harta kekayaan yang
dimilikinya. Dan yang berhak mengtuusi harta pailit debitur adalah kurator di bawah
pengawavn hakim pengawas yang ditu.rjuk oleh Pengadilan Niaga.
Si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta
kekayaanny4 sepanjang tindakan itu membawa tau meryuntungkan atau bermanfaat
bagi boedelnya- Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel,
tidak mengikat boedel te6ebut. Bahkan debitur yang melakukan tindakan-tindakan
yang merugikan seomng atau lebih keditumya seperti dalam hal melakukan penalsuan
surat-surat yang berkenaan dengan kewaj iban hutangnya dan menggunakan surat
yang isinya benar atau dipalsukan itu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dapat
dikatalan melakukan sebagai tindak pi<lana kejahaun dengan ancaman pidana peqjam
paling lama enam uhun
Bagi Krcditur terhitung sej ak dinyatakannya pemyataan pailit ditetapkaq
maka para keditur hairya dapat melaksanakan hak mereka selaku kedihr separatis
dengan perserujuan kumtor atau hakim pengawas. Dari kesimpulan tersebut penulis
memberikan saran di mana akibat kepailitan suatu perusahaan harus benar-benar
dilakukan sesuai dengan pros€du yang ada schingga baik debitur maupun keditur
tidak dirugikan. Sedangkan semua tahapan dalam penguusan harta kepailitan
perusalnan harus dilaksanakan dengan baik, dimana debitu dan laedihn b€rtanggung
jawab alas semua kewajiban lang timbul di dalam masa pengurusan harta kepailitan.
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II. PeraturanPerundang-undangan
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Undang-wdarg Nomor 4 Thhun l99g Tentang Kepailitan
